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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang majemuk. Keberadaanya 

sebagai ilmu sosial yang bersumber dari masyarakat, dimana perkembangannya 

alamiah terus mengalami perubahan di berbagai sisi. Faktor ini menjadikan 

ilmu hukum terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

Dinamika perkembangan dan pembaharuan hukum ini terjadi secara dialektis 

sebagai contoh bagian pembaharuan hukum di dalam issue ketenagakerjaan yang 

amat penting untuk diperhatikan adalah sistem penyelesaian perselisihan hubungan

secara

industrial. Perubahan besar yang akan terjadi dengan diberlakukannya Undang

Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

adalah menghilangkan corak perselisihan perburuhan yang istimewa berbeda dari 

perselisihan lainnya walaupun masih mempunyai sifat kekhususannya. Sistem 

penyelesaian perselisihan Ketenagakerjaan dilihat dari sisi sejarah kelahirannya tidak 

lepas dari riwayat lahirnya UU No. 22 tahun 1957, yang cikal bakalnya adalah 

Peraturan Militer No. 1 tahun 1951 dan kemudian diperluas menjadi UU Darurat No. 

16 tahun 1951.1 Undang-Undang ini lahir karena kepentingan elite kekuasaan pada

C-S.T. Kansil, Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan, Buku Kedua, Pradya Paramita, Jakarta 2000.
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itu, terutama untuk mengerem jumlah pemogokan buruh dan mengkanaiisasi 

sengketa perburuhan ke dalam sistem kontrol pemerintah.

Selanjutnya dengan diberlakukan Undang Undang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial merupakan bagian terakhir dari tiga paket UU perburuhan yang 

merupakan turunan dari UU 25 Tahun 1997. Undang-undang ini dapat disebut 

sebagai hukum acara dari aturan materil yang ada dalam 2 undang-undang 

sebelumnya. Ketentuan ini dengan sendirinya mengubah prosedur penyelesaian 

perburuhan di bawah lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat 

dan Daerah (P4P dan P4D).

Soejono Soekanto, mengomentari ilmu-ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan 

yang majemuk dan salah satu cabangnya adalah ilmu kenyataan, disamping itu ada 

ilmu kaedah dan ilmu pengertian. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Ilmu 

kenyataan tersebut mencakup perbandingan hukum, sosiologi hukum, antropologi 

hukum, psikologi hukum, dan sejarah hukum. Khusus perbandingan hukum yang 

maksud utamanya adalah untuk menyajikan garis-garis besar dari perbandingan 

hukum yang bertitik tolak pada perbandingan sebagai suatu metode, yaitu sebagai 

suatu sarana dari ilmu pengetahuan tentang hukum/ Secara sederhana parbandingan 

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap 

persamaan dan atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih.

Bagi bangsa Indonesia pembangunan hukum merupakan sendi bemagara yang 

memegang peranan sangat penting terutama aewasa ini. aimana tuntutan tenaaar 

2 Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, 1979, halaman 9-10.

saat
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pembangunan dan pembaharuan hukum menjadi sangat dominan baik yang datang 

dari tingkat masyarakat diakar rumput maupun yang muncul dari pemikiran para 

pakar dan akademisi. Abdul Hakim G Nusantara, dalam bukunya Politik Hukum 

Indonesia, membaca pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan Undang- 

undang Dasar 1945 yang mengandung pokok pikiran antara lain :

Negara yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu sebuah negara yang berdasarkan atas 

kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

Selanjutnya penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan antara lain, 

bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dan tidak berdasarkan 

atas kekuasaan semata. Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip 

demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia yang bersatu merupakan 

suatu gagasan yang didasarkan atas persepsi pendiri negara Republik Indonesia 

terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia/

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan hukum yang 

sesuai dengan budaya masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik 

Indonesia, merupakan mandat para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Undang- 

undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk menjamin pembangunan 

nuKum lerseoui aaaian sesuai aengan cua-cita pencuri oanusa maica. Basasarr-u^ —

3 Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta 1988, halaman 11-12.

1.
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pembangunan hukum hendaknya bermula dari pengetahuan tentang ilmu-ilmu hukum 

secara lebih mendalam.

Begitupun juga telah terjadi perkembangan dalam wilayah hukum perdata pada 

konteks penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama ini diatur dalam 

mekaninsme non litigasi. Menjadi sistem penyelesaian dalam perselisihan hubungan 

industrial pada wilayah litigasi (pengadilan). Fakta hukum ini dapat dilihat dari 

sejarah hukum ketenagakerjaan, dimana terjadi beberapa kali perubahan sistem 

penyelesaian yang semua sistem tersebut, adalah bentuk penerapan dalam hukun 

perdata yang mengalami perkembangan dan merupakan penjelmaan dari kondisi 

hubungan industrial sepanjang masa.

Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial merupakan lembaga baru yang

menggantikan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang semula 

bertanggung jawab dalam menyelesaikan semua sengketa yang muncul dalam 

hubungan kerja. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), menjelaskan 

mengenai Peradilan Hubungan Industrial (PHI) yang merupakan Lapangan Hukum 

Perdata.4

Dalam penulisan skripsi ini, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di 

singkat menjadi PPHI dan Peradilan Hubungan Industrial menjadi PHI. Selanjutnya 

penulis menempatkan hukum acara dalam peradilan perselisihan hubungan industrial

4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial (PPHI), Seri Perundangan, Pustaka Widyatama, Yogyakarta 2004.
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sebagai objek kajian dan menempatkan hukum acara perdata sebagai bahan 

pembandingnya, mengingat Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial merupakan 

peradilan baru dalam lapangan hukum perdata di Indonesia hingga sangat menarik 

dan dapat mempermudah penelitian yang akan dilakukan.

Semua uraian diatas telah menarik minat bagi penulis untuk membahasnya 

dalam bentuk skripsi yang sesuai dengan program studi yang penulis pilih, skripsi ini 

penulis beri judul:

“PERBANDINGAN HUKUM ACARA PERDATA DENGAN HUKUM ACARA

DALAM PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL”

B. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka

penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Perbandingan Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial

terhadap Hukum Acara Perdata?

2. Apa Kelemahan dan kelebihan Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial 

(UU No. 2 Tahun 2004) dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial?

C. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan permasalahan yang disebutkan di atas, maka dalam skripsi 

ini penulis akan membahas hal — hal yang berkenaan dengan Perselisihan Hubungan 

Industrial, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di dalam Peradilan. Penulis
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tidak membahas PPHI di luar Pengadilan (Perundingan bipartit, Mediasi, Konsiliasi, 

dan Arbitrase Hubungan Industrial) Menurut UU No. 2 tahun 2004 dan Hukum 

Acara Perdata Indonesia.

D. Metode Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan dan ruang lingkup sebagaimana 

dikemukakan, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis melakukan penelitian 

tentang Hukum Acara Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial.

Pendekatan Permasalahan1.

Pendekatan Permasalahan yang digunakan dalam pembahasan masalah skripsi

ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis normatif dalam arti dengan mengkaji

ketentuan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya/ Asas-asas dokrin

yang berhubungan dengan permasalahan serta dilakukan studi dalam arti

mengumpulkan informasi dari lokasi yang akan diteliti sebagai data penunjang.

2. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan PHI.

1)

Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, 
Bandung, 1995, Halaman 60.
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Bahan Hukum Sekunder yang digunakan sebagai penjelasan bahan hukum 

terdiri dari karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari media massa baik

2)

primer

cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan PHI.

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

terdiri dari kamus umum dan kamus hukum yang berkaitan dengan

3)

yang

permasalahan.

Bahan-bahan diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, sedangkan data

primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan dengan mengadakan pengamatan

dan wawancara di Instansi terkait.0 Yaitu Hakim Adhoc dan Hakim Karir PHI,

Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Selatan, Serikat

Pekerja/buruh (FSPSI dan FKBB Sumsel) dan Lembaga Bantuan Hukum Palembang.

3. Metode Analisis

Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif 

deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata- 

kata untuk menggambarkan jawaban permasalahan.

secara

6 Hilman Hadikusuma, Op cit, Halaman 60.
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